
 
BUPATI BANJAR 

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

PERATURAN BUPATI BANJAR 

NOMOR     71    TAHUN 2020 

 
TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 
2020 TENTANG PENDANAAN KEGIATAN PEMILIHAN BUPATI YANG 

BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DAERAH 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

  BUPATI BANJAR, 

Menimbang  : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan 
Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah pasal 19 ayat 2 (a) yang menyatakan 
bahwa pertanggungjawaban penerima hibah adalah 
pelaporan penggunaan dana hibah, dan ayat 3 yang 

menyatakan bahwa Pertanggungjawaban sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan 
kepada Kepala Daerah paling lambat tanggal 10 bulan 

Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain 
sesuai peraturan perundang-undangan;  

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 
Pembentukan  Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
352), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 

  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

  3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian 

Negara Republik Indonesia  (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 
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  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4268); 

  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

  6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4400); 

  7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

  9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali 
Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5898) sebagaimana 
beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua 
atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, 
Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang- Undang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5898); 

  10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah(Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 310); 
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  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman 
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465); 
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 

Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 157); 

  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 655) ; 
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 

tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati 

dan Wali Kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 902) sebagaimana diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan 
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang bersumber 
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 616); 
  16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 

tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan 
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan 
Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota 

Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali  
terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

2 Tahun 2020tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tenatng 
Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, 
dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

193); 
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 1 Tahun 2011 

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 
01, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 01) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar 
Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011 tentang 
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2018 Nomor 3, 

Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3); 
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  18. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 
Nomor 13,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar 

Nomor 12); 
  19. Peraturan Bupati Banjar Nomor 3 Tahun 2020 tentang 

Pendanaan Kegiatan Pemilihan Bupati yang bersumber 
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita 
Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2020 Nomor 3) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Peraturan Bupati Banjar Nomor 36 Tahun 2020 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 3 Tahun 

2020 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Bupati yang 
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2020 Nomor 36) 

    

Memperhatikan  : Hasil Rapat Anggaran Hibah tanggal 21 Desember 2020 di 

Ruang Rapat BPKAD Kabupaten Banjar 

 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANJAR TENTANG PERUBAHAN KEDUA  

ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG 
PENDANAAN KEGIATAN PEMILIHAN BUPATI YANG 
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH 
 

Pasal I 
 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banjar Nomor 3 Tahun 2020 tentang 

Pendanaan Kegiatan Pemilihan Bupati yang bersumber dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Peraturan Bupati Banjar Nomor 36 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Bupati Banjar Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Bupati 
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di ubah sebagai 

berikut : 

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi : 
 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar. 

2. Pemerintah  Daerah  adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan 
yang menjadi kewenangan Daerah Otonom. 

3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Banjar. 

4. Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wakil Bupati adalah Wakil 

Bupati Banjar. 

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah  
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar. 

6. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar yang selanjutnya disingkat Perda 
adalah Peraturan yang dibentuk oleh DPRD atas persetujuan bersama 
Bupati. 

7. Peraturan Bupati Banjar yang selanjutnya disingkat Perbup adalah 

peraturan yang dibuat Bupati Banjar sebagai peraturan pelaksana dari 
Peraturan Daerah dan/atau peraturan diatasnya. 
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8. Pemilihan Gubernur dan Bupati yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah 

pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan  
dan Kabupaten Banjar untuk memilih pasangan calon Gubernur dan Wakil 
Gubernur Kalimantan Selatan, Bupati dan Wakil Bupati Banjar secara 

langsung dan demokratis sampai dengan pelantikan Kepala Daerah. 

9. Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan adalah keseluruhan kegiatan yang 

meliputi  penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan 
pertanggungjawaban dana kegiatan pemilihan. 

10. Pendanaan Kegiatan Pemilihan adalah penyediaan dana untuk kebutuhan 
kegiatan pemilihan yang dikelola sesuai peraturan perundang-undangan. 

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjar yang 
selanjutnya disebut APBD adalah rencana tahunan keuangan daerah 

Kabupaten Banjar yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

12. Hibah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari pemberi 
hibah kepada penerima hibah yang secara spesifik telah ditetapkan 
peruntukannyadan dilakukan melalui perjanjian. 

13. Belanja Hibah kegiatan Pemilihan adalah belanja yang dianggarkan dalam 
APBD untuk diberikan kepada KPU Daerah, Bawaslu Daerah, dan Polres 

dalam rangka pendanaan kegiatan Pemilihan yang dituangkan dalam 
Naskah Perjanjian Hibah Daerah. 

14. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD adalah 
naskah perjanjian hibah yang bersumber dari APBD antara Pemerintah 

Daerah dengan Penerima Hibah. 

15. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar yang selanjutnya disingkat KPU 

Kabupaten Banjar adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai 

penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan 
pemilihan Bupati Banjar sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;  

16. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Banjar yang selanjutnya disebut 
Bawaslu Kabupaten Banjar adalah badan untuk mengawasi 
penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah Kabupaten Banjar   

17. Kepolisian Resor Banjar yang selanjutnya disebut Polres Banjar adalah 
struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di wilayah Kabupaten 

Banjar. 

18. Kepolisian Resor Banjarbaru yang selanjutnya disebut Polres Banjarbaru 
adalah struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di wilayah Kota 
Banjarbaru. 

19. Kejaksaan Negeri Martapura yang selanjutnya disebut Kejari Martapura 
adalah Lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara 

secara merdeka terutama pelaksanaan tugas dan kewenangan di bidang 
penuntutan dan melaksanakan tugas dan kewenangan di bidang 

penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi dan 
Pelanggaran HAM berat serta kewenangan lain berdasarkan undang-
undang yang berkedudukan di Martapura dan daerah hukumnya meliputi 

wilayah kekuasaan Kabupaten Banjar. 

20. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD 

adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai 
tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai 

Bendaharawan Umum Daerah. 

21. Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar yang selanjutnya 

disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Kepala Daerah 
dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan 
serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan 

APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencanaan daerah, PPKD, dan 
pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.   

https://id.wikipedia.org/wiki/Undang-undang
https://id.wikipedia.org/wiki/Undang-undang
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22. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang 

selanjutnya disingkat DPA-PPKD, adalah dokumen pelaksanaan anggaran 
badan/dinas/bagian keuangan selaku Bendaharawan Umum Daerah.  

23. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP 
adalah Inspektorat Jenderal KPU, Pengawas Internal Bawaslu, Inspektur 
Pengawas Daerah Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan atau Asisten 

Pengawasan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan. 

24. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen 
yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai 
dasar penerbitan Surat Permintaan Pembayaran.  

 

2. Ketentuan pada Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 

(1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, 
dilakukan oleh KPU Kabupaten Banjar, Bawaslu Kabupaten Banjar, Polres 

Banjar, Polres Banjarbaru, dan Kejari Martapura dengan menyampaikan 
laporan penggunaan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan kepada Bupati.  

(2) Setiap penerima Hibah wajib menyampaikan laporan realisasi  

penggunaan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan sampai akhir tahun 
anggaran.  

(3) Format laporan penggunaan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar 

       Ditetapkan di Martapura 
       pada tanggal 22 Desember 
2020  

                     BUPATI  BANJAR, 

 
      Ttd 

 

                                                     KHALILURRAHMAN 
 
 

Diundangkan di Martapura 
pada tanggal 22 Desember 2020 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR 

 
                            Ttd 
 

                 MOKHAMAD HILMAN 

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2020 NOMOR 71 

 


